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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada Bab 

sebelumnya, maka akan diuraikan pula kesimpulan atas pembahasan penyusunan 

proposal skripsi ini. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak 

kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota 

Gorontalo, diawali oleh adanya laporan dari orang tua atau pengasuh 

anak pecandu narkotika ke pihak yang berkompeten dalam hal ini 

Rumash Sakit Umum Aloe Sobeo atau Badan Narkotika Nasional yang 

terdekat, sebab kedua lembaga tersebut memiliki wewenang dalam 

memberikan upaya perlindungan sebagaimana perintah Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, 

khususnya pada Pasal 55 Ayat (1). Konstruksi Pasal 55 Ayat (1) 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 

Psikotropika tersebut akan berjalan maksimal jika orang tua atau 

pengasuh anak yang pecandu Narkotika, Psikotropika dan Bahan 

Adikatif lainnya memberikan laporan adanya penyalahgunaan 

Naerkotika yang dilakukan oleh anaknya, tanpa adanya laporan 

tersebut pihak rumah sakit atau lembaga yang ditunjuk untuk hal 

tersebut tidak akan memberiikan upaya perlindungan hukum. 
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2. Adapun yang menjadi pengaturan perlindungan hukum bagi anak 

dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan 

Bahan Adikatif di Kota Gorontalo, tidak lain adalah Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, khususnya 

Pasal 55 Ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak 

yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan kepada ketentuan 

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi termasuk didalamnya penyalahgunaan narkotika dan obat-

obat terlarang lainnya. Perlindungan hukum kepada anak juga harus 

dilakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martaban serta 

hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak ketiak 

akan berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum agar semua hak-

hak anak yang mengalami persoalan hukum tersebut dapat terlindungi 

tanpa ada kekurangan apapun. Disamping itu, perlindungan anak harus 

dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang 

mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha 

perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, 

kretatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada 

orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tikda memiliki 

kemampuan dan kemauann menggunakan hak-haknya dan 

melaksanakan kewajibannya. 
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5.2 Saran 

Berikut ini juga akan penulis uraikan saran-saran yang diharapkan bisa 

menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak. 

1. Terhadap perlindungan hukum bagi anak dibawah umur pelaku tindak 

kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota 

Gorontalo, maka disarankan agar pemerintah Kota Gorontalo sebagai 

pemegang dan pengendali kebijakan terhadap perlindungan hukum 

bagi anak yang bermasalah dengan hukum termasuk penyalahgunaan 

narkotika harus ikut bertanggung jawab penuh terhadap upaya 

pemberian hukum, karena mengingat anak adalah asset bangsa. 

2. Terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur 

pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan bahan adikatif di 

Kota Gorontalo, peneliti menyarankan agar regulasi yang sudah ada 

benar-benar dijalankan oleh pemangku kepentingan sebab aturan 

diberlakukan tidak lain demi tercapainya asas kemanfaatan, keadilan 

dan kepastian hukum. Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, 

termasuk pendampingan bagi anak yang menyelesaikan pembinaan di 

dalam lembaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dengan demikian pekerja sosial dari departemen sosial 

berfungsi memberikan bimbingan, membantu dan mengawasi anak 

yang memiliki masalah dengan penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika dan Bahan Adikatif lainnya. Dengan demikian, maka 
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pengaturan perlindungan hukum bagi anak benar-benar dapat 

dilaksanakan penuh tanggung jawab demi masa depan anak-anak 

generasi bangsa kedepannya.    
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